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ABSTRAK

PENYELESATAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PENGARAP KEBUN SAWIT BERDASARKAN HUKUM ADAT LEMBAK
DI BENGKULU TENGAH

Disusun Oleh:
Selvia Ulandari

Perjanjian penggarapan lahan perkebunan merupakan salah satu bentuk
kerja sama vyang telah lama berkembang di masyarakat, terutama dalam
menunjang kehidupan ekonomi sehari-han. Kondisi 1ni terjadi karena tidak semua
petam memiliki lahan sendin, selingga mereka bekerja menggarap lahan milik
orang lain dengan sistem bagi hasil Selain ttu, terdapat pula masyarakat yang
memiliki lahan namun hasilnya belum mencukupt kebutuhan hidup, sehingga
mereka turut bekerja di lahan orang lain. Di sisi lain, pemilik lahan yvang tidak
dapat mengelola lahannya karena alasan tertentu, juga membutuhkan tenaga
penggarap. Dalam praktik penggarapan i1m, sengketa kerap terjadi dan
penyelesaiannyva sering dilakukan secara adat, terutama di wilayah Hukum Adat
Lembak. Penvelesaian sengketa dilakukan melalmn musvawarah mufakat yang
mengedepankan kepentingan bersama rasionalitas, serta nilai-nilai keadilan yang
sesual dengan hati nurani masyarakat. Jemis penelitian yvang digunakan yaitu
penelitian empiris yang bersifat deskniptif dengan tekmik analisis data
mengunakan model analisis secara desknptif kualitatif Tiga tahap dalam
menganalisa data, yaitu data reduction (reduksi data), penvajan data, dan
verifikasi data. Sehingga berdasarkan hasil vang didapat maka dapat disimpulkan,
Penyelesaian sengketa bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit
di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu
Tengah, dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan mengedepankan
musyawarah mufakat Proses i berlandaskan pada kepentingan bersama,
rasionalitas, dan milai-mila keadilan yvang sesuai dengan hati nurani. Musyawarah
memungkinkan kedua belah pihak serta tokoh adat untuk menyampaikan
pandangan dari berbagai sudut, sehingga menghasilkan keputusan vang adil dan
dapat diterima bersama  Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa
hambatan seperti ketiadaan mekanisme pelaporan vang baku, kesulitan
pembuktian, kurangnya kelengkapan administrasi, serta minimnya pemahaman
masyarakat terhadap sistem peradilan adat. Faktor-faktor i menjadi tantangan
dalam mewujudkan penvelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan di
lingkungan masvarakat adat.

Kata Kunci: Pemilik Lahan, Pengarap Kebun Sawit, Hukum Adat Lembak
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ABSTRACT

PROFIT-SHARING SETTLEMENT BETWEEN LANDOWNERS AND
PALM OIL FARMERS BASED ON LEMBAK CUSTOMARY LAW IN
CENTRAL BENGKULU

By:
Selvia Ulandari

Land cultivation agreements for plantation purposes are a long-standing form of
cooperation in society, particularly as a means of supporting daily economic needs.
This arrangement exists because not all farmers own land; therefore, many work on
land owned by others under a profit-sharing system. In addition, some landowners
do not earn enough from their land and thus work on other people’s land to
supplement their income. Conversely, landowners who are unable to manage their
land for various reasons also require the services of cultivators. In practice, disputes
often arise during such arrangements, and these are commonly resolved through
customary mechanisms, especially within the Lembak Customary Law system.
Dispute resolution is carried out through deliberation and consensus, prioritizing
mutual interests, rationality, and values of justice in line with the community's
conscience. This study is an empirical legal research using a descriptive qualitative
analysis method. The data analysis involved three stages: data reduction, data
presentation, and data verification. The results indicate that profit-sharing disputes
between landowners and palm oil cultivators in Padang Tambak Village, Karang
Tinggi Sub-district, Central Bengkulu Regency, are resolved through mechanisms
of customary law, emphasizing consensus-based deliberation. This process is
grounded in shared interests, rational reasoning, and justice values aligned with the
collective conscience. The deliberation process allows both parties and customary
leaders to present their views from different perspectives, resulting in fair and
mutually acceptable decisions. However, several obstacles are encountered in
practice, including the absence of standardized reporting mechanisms, difficulties
in providing evidence, lack of administrative completeness. and limited public
understanding of the customary legal system. These factors pose challenges to
achieving effective and fair dispute resolution within indigenous communities.

Keywords: Landowners, Palm Oil Cultivators, Lembak Customary Law
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu perjanjian vang telah berlangsung lama di masvarakat guna
untuk menopang kehidupan sehari hari 1alah perjanjian dalam penggarapan
lahan perkebunan Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petami
memiliki lahan perkebunan sehingga banvak dari mereka mengenakan lahan
perkebunan milik orang lain. D1 samping itu ada juga masyarakat vang
memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapit karena lahannya sedikit dan
hasilnya belum mencukupt kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah
penghasilannva, mereka bekena di lahan perkebunan milik orang lain dengan
timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan
ada juga vang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnyva dikarenakan
suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan
orang lain. !

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannva agar
pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas
dasar yang adil dan agar tegamin pula kedudukan hukum vang layak bagi

penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dan

Valaluddin. Perjanjion Bagi Hasil Pengearapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mimbar Hukum Universitazs Gadjah Mada vel 33 no 2 tahun
2021, hal 572



penggarap maupun pemilik tanah

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yvang mempunyai lahan
menyerahkan lahanva kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan
sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat
menikmati dari hasil lahanva, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki
lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh
hasil yang sama dari lahan tersebut.’

Dalam pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit
mengenai bagian vang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian bagian
vang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu
ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang
didapatkan antara petam pemilik modal dan penggarap masing-masmng
mendapatkan Demikian juga apabila penggarap vang menanggung biaya
maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya
mendapatkan satu bagian. *

Begitu juga sebaliknya, apabila semua biava ditanggung oleh pemilik
lahan maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan

mendapatkan satu bagian, dalam hal i1 penggarap hanya bertanggung jawab

*Komang Agus Sujana. Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960
Temtang Ferjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Fertanian Di Desa Umejero Kecamatan
Busunghiu Eabupaten Buleleng. e-Joumal Komunitaz Yustisia Universitaz Pendidikan Ganesha
Program Studi llmu Hukum (Velume 3 No. 2 Tahun 20207, hal 116

* Danial Svah. Suaty Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara
FPemilik Tanah Dengan Pefani. Jumal Ilmiah METADATA, 2019), hal. 128

* Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakartz: Pusat Pengembangan
Hukum dan Bizmi= Indonesia, 2009, hal. 19



atas masalah pengatran atau penviraman Usaha pertanian merupakan usaha
vang banyak resiko, diantaranya vaitu resiko kegagalan panen dan harga
komoditas vyang cendrung fluktuatif Usaha pertanian membutuhkan
pembiavaan vang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau
kerugian dalam berusaha ® Ketentuan bagi hasil merupakan salah satu aspek
pendukung berdirinya perjanjian dalam kegiatan bangun usaha dan
merupakan syarat dan unsur kesepakatan dan suatu hukum peranjan
Sehingga ketentuan bagi hasil dibentuk berdasarkan asas kebebasan
berkontrak dan itikad baik vang terjadi dalam proses perundingan
(preliminary negotiation).

Mengingat beragamnya suku, adat, agama  bahasa, dan budava
membuat Indonesia dikenal sebagai negara vang sangat multikultural, dengan
perbedaan adat-istiadat, unsur-unsur budava, milai-nilai budaya, dan tipe-tipe
sosial budava vang berkaitan dengan lingkungan hidupnyva. Keragaman
tersebut telah menjadi kelebthan utama yang dimiliks Indonesia dibandingkan
dengan negara-negara lamnya. Di sis1 vang berbeda, keragaman itu seringkali
menjadi penyebab munculnva beragam konflik yvang ada di Indonesia.

Adapun di Indonesia pemberlakuan hukum adat pada svatu
masyarakat atau bangsa dapat dipastikan merupakan suvatu sistem, hal 1m
dikarenakan peraturan-peraturan vang berlaku pada svatu masyarakat
kesatuan umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan kesatuan alam

pikiran masyarakat vang bersangkutan, adapun sistem hukum adat

* Ibid, hal. 64



bersendikan dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia karena kenapa im
diberlakukan, karena adanva sistem hukum barat (scepomo), menurutnya,
antara sistem hukum adat dan hukum barat.

Salah satu hukum adat vang ada adalah hukum adat Lembak.
Penyelesaian sengketa bagi hasil menurut hukum adat Lembak adalah dengan
musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama,
hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nuram.
Usul atan pendapat vang disampatkan mudah dipahami dan  tidak
memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan
memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dan berbagai sudut
pandang, sehingga keputusan vang diambil dan dihasilkan sesuai dengan
standar dan persepsi kedua belah pihak Keputusan yang diperoleh dengan
musyawarah akan lebith berbobot karena didalamnya terdapat pendapat,
pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masvarakat dan kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil penggarapan kebun sawit terjadi di Desa Padang
tambak sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat
kebiasaan vang turun temurun hingga sekarang Masyarakat Desa Padang
tambak pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian
merupakan petani pemulik lahan yang dikelola sendin, sebagian merupakan
petami penggarap, dan sebagian vang lain merupakan petam buruh
Penggarapan kebun sawit dilakukan karena semakin banyaknya petam
pemilik lahan yang tidak memiliki waktu wvang cukup banyak untuk

mengelola lahannya sendin. Imlah vang menyebabkan tingkat petam



LA

penggarap kebun sawit di Desa Padang tambak banyak °

Kebun yang di garap sebanyak 3 Hektar. Penggarapan terjadi di Desa
Padang Tambak antara Bapak Rudi selaku pemilik dan Bapak Anton selaku
penggarap. Pengolahan lahan dengan cara seperti i akan memmbulkan
sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Bagi
hasil inilah yang mendorong banyaknya petani yang memiliki keahlian
bertarms namun tidak memaliki lahan sendini untuk melakukan kerjasama
Dalam bagi hasil pertamian kebun sawit, bukan tanah yang menjadi tujuan
utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dan tanah tersebut.
Objek dan perjanjian bagi hasil pertanian kebun sawit 1 adalah hasil dan
tanah tersebut, juga tenaga dar orang yang mengerjakannya, sedangkan
subyek dari bagi hasil pertamian kebun sawit adalah pemilik tanah dan
penggarap kebun sawit. Pelaksanaan bagi hasil pertamian kebun sawit di Desa
Padang tambak dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga
perjanyian tersebut tidak tertulis melainkan secara lisan dan hanya
membutuhkan rasa saling percaya saja. Pemilik tanah membernkan izin
kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjamjian, bahwa
vang mendapat izin itu harus membenkan sebagian yartu separuh kalau
memperduai atau maro, dan sepertiga. Adapun vang menjadi latar belakang
pengarapan tanah dengan sistem bagihasil adalah karena adanya
permasalahan dimana berdasarkan data dari petani pemilik dan penggarap.

Menurut petam pemilik lahan sistem kerjasama dilakukan dimana

¥ Observasi awal, wawancara kepada bapak Rahmat Masyarakat Desa Padang tambak



untuk semua pengerjaan semua proses dilakukan dikerjakan sendinn oleh
penggarap dan modal dan pemilik lahan kebun sawit Seiring berjalannva
waktu dimana terdapat sengketa dalam bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik
dan penggarap dimana perjanjian awalnyva bahwa pembagian hasil panen
adalah seimbang 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik. Tetapi hasil
panen tidak selalu sesuai dengan harapan pemilik lahan Ada kalanyva hasil
panen hanva sedikit dan tidak seperti biasanva. Pemilik lahan merasa rugi jika
hasil dibagi 2 dikarenakan dia telah mengeluarkan modal untuk penggarapan
kebun. Pemilik mgin jika hasil panen miliknyva memnjadi 2/3 nya sedangkan
perjanjian awal pembagian di bagi 2 sama rata. Padahal jika hasil panen
sedikit itu mempakan resiko dari masing-masing pemilik dan penggarap. Atas
perubahan yang diinginkan oleh pemilik kebun, maka penggarap tidak terima
karena dia juga merasa lelah dalam menggarap. Oleh karena itu tenjadi
persengketaan antara keduanva Setiap sengketa vang timbul dalam
masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masvarakat Oleh
karena 1tu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga
keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. ®

Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya
dengan keberadaan manusia 1tu sendinn dalam setiap masyarakat telah
berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangam,
sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara termasuk penyelesaian

sengketa di Wilayah Hukum Adat Lembak dan penvelesaian sengketa pada

¥ Observasi awal, wawancara kepada bapak Mudarman, Masyarakat Desa Padang tambak



di wilayah Hukum adat Lembak kerap di selesatkan secara Adat
Penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat vang  berlandaskan
berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima
dengan akal sehat sesuai hati nurami. Usul atau pendapat vang disampatkan
mudah dipahami dan tidak memberatkan

Hukum adat Lembak adalah aturan adat yang berlaku di setiap
kecamatan di Kota Bengkulu. Hukum adat merupakan kebiasaan masyarakat
vang dijalankan secara terus-menerus dan sepenuh hati oleh anggota
masyarakat Hukum adat memiliki beberapa sifat, yaitu: tradisional, yaitu
bersifat turun temurun. Religius, vaitu berkaitan dengan milai-milai keagamaan
dan kepercavaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebersamaan, vyaitu
mengutamakan kepentingan bersama Konkret, vaitu nyata, berwujud, dan
maknanva jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian vang hasilnya akan dituangkan dalam suvatu karya tulis yang
berjudul: “Penyvelesaian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan
Pengarap Kebun Sawit Berdasarkan Hukum Adat Lembak Di Benglulu
Tengah (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi

Kabupaten Bengkulu Tengah)™.

. Rummusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka

permasalahan vang timbul adalah sebagai berikut:



1. Bagammanakah penyelesaian hukum adat terhadap penyelesaian bagi hasil
antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di desa Padang
Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Apa saja vang menjadi hambatan dalam penvelesaian bagi hasil antara
pemilik lahan dengan pengarap kebun sawit di Desa Padang Tambak
Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian
Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan
penelitian. Pada penelitian 1n1 vang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetabui penvelesaian hukum adat terhadap penyelesaian bagi
hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di desa Padang
Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian bagi hasil antara pemilik
lahan dengan pengarap kebun sawit di Desa Padang Tambak Kecamatan
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian i vaitu sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian 1m bermanfaat sebagai sumbangsih dalam perjanjian bagi hasil

antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit.



2. Secara Praktis
Kegunaan penelitian secara praktis adalah memberikan masukan kepada
pengambil kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil antara

pemilik lahan dan penggarap kebun sawit.



